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1. Latar Belakang I
Desentralisasi yang berlangsung mulai tahun] 1999 hingga saat ini belum
sepenuhnya menampakkan hasil yang menggembirakan. Lima kriteria yang
dipersyaratkan Bank Dunia agar desentralisasi sukses belum sepenuhnya terwujud.
Kelima persyaratan tersebut ialah 1) memastikan bahwa sumber keuangan daerah
sesuai dengan kemampuan untuk menyediakan layanan publik daerah, 2)
masyarakat harus sadar akan biaya layanan, 3) masyarakat harus dapat
mengungkapkan keinginan mereka dengan cara yang benar, 4) harus ada
transparansi dan akuntabilitas anggaran pemerintah daerah, dan 5) sistem hukum
dan kelembagaan harus sesuai dengan tujuan politik. Alih-alih persyaratan tersebut
terpenuhi, justru yang didapati adalah pemerintah daerah kekurangan sumber daya
keuangan yang berorientasi layanan publik (proporsi belanja publik vs belanja
aparatur yang belum memenuhi rasa keadilan), administrasi pemerintah daerah
yang tidak efektif dan efisien (terlanggarnya prinsip 3E), akuntabilitas dan
mekanisme transparansi tidak sepenuhnya dilaksanakan (ILPPD dan LKPD belum
sepenuhnya akuntabel dan transparan), buruknya koordinasi antara sektor publik
dan swasta (lambatnya realisasi proyek infrastruktur pusat maupun daerah),
menumpuknya kekuasaan di tangan pejabat daerah (pemanfaatan dana bansos
untuk kepentingan pejabat dan kroninya), sistem hukum dan regulasi yang tidak
efektif memfasilitasi desentralisasi (regulasi yang belum ramah investasi), dan
meningkatnya pejabat daerah meminta dan menerima suap dan gratifikasi
(meningkatnya jumlah pejabat daerah yang terkena OTT dan kasus korupsi).
Kelima persyaratan yang dikemukakan Bank Dunia di atas sesungguhnya
hanya dapat terjadi jika good governance telah secara konsisten diimplementasikan
oleh seluruh pemangku kepentingan. Mengharapkan desentralisasi berhasil tanpa
menguatkan praktik good governance adalah kesia-siaan. Data-data berikut
menyajikan fakta bahwa governance Indonesia yang belum menggembirakan.
Tabel 1. Indeks Governance Indonesia tahun 201 0-2d 16
Indeks Governance Indonesia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Control of Corruption -0,75 .-0,70 0,64 -0,61 -0,56 •-0,46 ....0,39
Rule of Law -0,64 -0,59 -0,58 -0,53 -0,34 -0,42 -0,36
Regulatory Quality -0,10 -0,08 -0,10 -0,07 0,02 -0,07 -0,12
Government Effectiveness -0,21 -0,26 -0,27 -0,20 -0,04 -0,24 0,01
Voice and Accountability -0,04 -0,01 0,07 0,04 0,15 0,18 0,14
Political Stability and Absence
of Violence/Terrorism -0,85 -'0,77 ~0,59 -'0,52 -0,42 -0,62 -0;38
Sumber:Governance Indicators (WGI), diunduh dari wwW.govindicators.org, Maret 2018
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good governance berkearifan lokal sebagai penyempurna praktik good governance
yang telah berlangsung selama ini yang condong metrtberi porsi lebih besar kepada
pemerintah dan swastalbisnis namun sedikit mengabaikan peran publik
(masyarakat). Bagian berikut menyajikan kerangka teoritis yang membahas mulai
dari teori-teori yang melandasi pentingnya good goverrance yaitu teori agensi, teori
stewardship, teori kontinjensi, dan pengertian governance itu sendiri. Selanjutnya




Teori kontinjensi diterapkan terutama pada organisasi yang sedang berubah
(Battilana dan Casciaro, 2012) sebagai cara untuk mendesain organisasi
(Donaldson, 2006). Fokus utama dari teori kontinjensi adalah pengaruh lingkungan
terhadap pilihan dan tindakan organisasi. Tidak ada desain organisasi dan metode
manajerial yang terbaik untuk semua konteks (Ba~, 2011). Boezerooj (2006)
menyebutkan bahwa cara terbaik mengelola organisasi tergantung kepada sifat
lingkungan organisasi. Hal terse but terkait dengan adopsi berbagai variabel seperti
struktur, strategi atau kebijakan yang fit dengan kontinjensinya. Menurut
Donaldson (2001),jit inilah yang dibutuhkan agar organisasi dapat berjalan secara
efektif.
Teori kontinjensi berupaya menjelaskan bagaimana struktur organisasi
seharusnya berbeda di bawah kondisi lingkungan yan'g berbeda. Teori kontinjensi
menekankan pentingnya keselarasan struktur organisasi terhadap lingkungan yang
memainkan peran penting atas kinerja organisasi. Jadi, poin penting dari
manajemen organisasi adalah bagaimana mewujudkan harmonisasi dan konsistensi
antara lingkungan dan faktor-faktor internal organisasi. Dengan demikian
efektivitas organisasi tercapai manakala terdapat kesesuaian antara karakteristik
organisasi dengan kontinjensi yang direfleksikan oleh lingkungan (termasuk
kearifan lokal), ukuran birokrasi (governance) dan strateginya. Fit antara
governance dan karakteristik internal organisasi terpadap strategi akan mampu
meningkatkan kinerja.
2.2. Stewardship Theory dan Agency Theory
Stewardship theory memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak
dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Implikasi
teori stewardship adalah steward (manajer/kepala daerah) akan bekerja sebaik-
baiknya untuk kepentingan pemilik (masyarakat dan Pemerintah). Pada sisi lain,
agency theory berasumsi bahwa dalam interaksi bisnis khususnya antara prinsipal
dan agen, semua pihak berfikir rasional (bounded rationality), oportunis, dan terjadi
ketidakseimbangan informasi (information asymmetr~).
Hubungan keagenan muncul ketika terjadi kontrak antara prinsipal (pemilik)
dan agen (pengelola atau manajemen), prinsipal mempercayakan sekaligus
mendelegasikan otoritas organisasi yang dimilikinya kepada agen dengan berharap
agen dapat dipercaya untuk dapat menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan
(Jensen dan Meckling, 1976). Realitasnya adalah masing-masing pihak memiliki
kepentingan dan tujuan tertentu. Oleh karena itu muncul permasalahan sehubungan
kepentingan prinsipal dengan agen yang berbeda, prinsipal tidak sempurna dan

















































Governance adalah tentang newpublic management. Governance adalah lebih dari
sekedar sekumpulan alat manajemen baru, namun adalah upaya mewujudkan
efisiensi yang lebih baik dalam pelayanan publik.
Terdapat konsensus internasional kebutuhanl untuk terus menyuarakan
governance sebagai fondasi pembangunan. Tantarigan yang dihadapi seluruh
lapisan masyarakat adalah penguatan institusi, proses dan mekanisme yang
melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat i dalam menetapkan agenda
pembangunan (Kardos, 2012).
Good governance dimaknai berbeda oleh organisasi yang berbeda, namun
umumnya mengacu kepada keterbukaan (openness), partisipasi (participation),
akuntabilitas (accountability), prediktabilitas (predictibilityy, dan transparansi
(transperancy) (Samimi et al., 2012). Menurut UNDP (1997) good governance
tidak hanya tindakan membersihkan masyarakat I dari korupsi namun juga
memberikan warga negara hak, sarana, dan kapabilitas untuk berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan yangmenentukan nasibnya dan menuntut akuntabilitas atas
apa yang pemerintah lakukarj atas mereka
(http://www.pogar.org/publications/other/undplgover'nance/undppolicvdoc97-
fU2!1f). Ini berarti menuntut adanya pemerintahan yang adil dan demokratis.
UNDP (1997) mengemukakan karakteristik inti good governance yaitu
partisipasi (participation), penegakanlsupremasi hukum (rule of law), responsif
(responsiveness), orientasi pada konsensus (concensus orientation), persamaan
derajat (equity), efektif dan efisien (effectiveness and efficiency), akuntabilitas
(accountability) dan visi strategis (strategic vision)
(http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-e.pdf).
1) partisipasi (participation); tanggap atas masa depan organisasi melalui
penentuan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini merupakan tuntutan
demokratis akan adanya partisipasi dalam organisasi termasuk kebebasan
berekspresi. Partisipasi memberikan peran yang sama kepada kaum minoritas,
perempuan, institusi resmi, dan lembaga swadaya masyarakat.
2) transparansi (transparency); pengaturan dan fasilitasi atas akses informasi dan
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Transparansi juga merupakan
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai
perusahaan.
3) orientasi pada konsensus (concensus oriented); konsensus antar warga,
kelompok, masyarakat, partai politik, dan yang terlibat dalam kehidupan
masyarakat sebagai pemangku kepentingan yang diorientasikan pada manfaat
bersama. Publik atau perwakilannya merupakan hal yang penting dalam
perubahan dan keberhasilan.
4) responsif (responsiveness);menuntut aparatur dan birokrasi yang bekerja dalam
institusi dan organisasi untuk memberikan layanan terbaik kepada warga dan
seluruh stakeholder. Responsif juga merupaka9 kesesuaian (kepatuhan) di
dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta
peraturan perundangan yang berlaku.
5) efektif dan efisiensi (effectiveness and efficiency); hanya bisa dicapai jika
manajemen memenuhi kriteria etis. Karakteristik tersebut mengharuskan
dipenuhinya pendidikan dan pelatihan yang mencukupi, sistem imbal jasa,
etika, lingkungan yang sehat, dan manajemen penganggaran yang efektif.













































(1) Suara Publik dan Akuntabilitas - menangkap persepsi tentang sejauhmana
warga negara dapat berpartisipasi dalam memilih pemerintahan mereka,
serta kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan pers.
(2) Stabilitas Politik dan Ketiadaan Kekerasan! / Terorisme - menangkap
persepsi tentang kemungkinan bahwa pemerintah akan tidak stabil atau
digulingkan oleh cara-cara yang tidak konstitusional atau kekerasan,
termasuk kekerasan yang bermotif politik dan terorisme.
2) Kapasitas pemerintah untuk secara efektif merumuskan dan menerapkan
kebijakan yang baik:
(l) Efektivitas Pemerintah - menangkap persel'si kualitas layanan publik,
kualitas pegawai negeri dan tingkat independensinya dari tekanan politik,
kualitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dan kredibilitas komitmen
I
pemerintah terhadap hal tersebut. .
(2) Regulatory Quality - menangkap persepsi kemampuan pemerintah untuk
merumuskan dan menerapkan kebijakan dart peraturan yang baik yang
memungkinkan dan mendorong pengembangan sektor swasta.
3) Penghormatan warga negara dan negara terhadap institusi yang mengatur
interaksi ekonomi dan sosial di antara mereka:
(1) Rule of Law - menangkap persepsi tentang sejauhmana agen memiliki
kepercayaan diri dan mematuhi peraturan masyarakat, dan khususnya
kualitas penegakan kontrak, hak kepemilikan'IPolisi, dan pengadilan, serta
kemungkinan kejahatan dan kekerasan.
(2) Pengendalian Korupsi - menangkap persepsi tentang sejauhmana
kekuasaan publik dilakukan untuk keuntungan pribadi, termasuk bentuk
korupsi kecil dan besar, serta penguasaan neg41raoleh elit dan kepentingan
pribadi.
Muktiyanto (2016) mengemukakan bahwa governance merupakan seluruh
rangkaian proses pembuatan keputusan atau kebijakan dimana keputusan itu
diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Karenanya, analisis mengenai
governance kemudian berfokus pada aktor-aktor dan struktur atau sistem, baik
formal maupun informal, yang terlibat dalam proses pembuatan dan
pengimplementasian keputusan.
3. Good Governance Berkearifan Lokal
Ketika mengikuti logika prasyarat keberhasilan desentralisasi menurut
Bank Dunia adalah adanya good governance, maka governance yang harus
diwujudkan adalah yang setidaknya mampu menghadirkan pemerintahan yang
efektif, regulasi yang berkualitas, peran hukum dan penegakannya, suara publik
didengar dan akuntabilitas publik, stabilitas politik, penghapusan
terorisme/kekerasan dan pengendalian korupsi. Indikator-indikator governance
tersebut akan terwujud manakala terjadi kesetirnbangan hubungan "triple helix"
yang align, fit dan fair yaitu antara pemerintahan (government), sektor swasta
(privat sector) dan masyarakat sipil (civil society). Pada sektor privat dan bisnis,
sejauh ini mekanisme corporate governance yang beranjak dari teori agensi dan
stewardship cukup efektif mengendalikan hubungan agen (manajemen) dan
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prinsipal (pemilik-shareholders). Akan halnya pada sektor publik, khususnya pada
pemerintahan, di era newpublic management, seharusnya mekanisme government
governance juga dapat mengendalikan hubungan masyarakat sipil, pemerintahan
dan privat dengan adil. Crook danManor (1998) menyebutkan ciri-ciri negara yang
memiliki good governance yaitu legislatif yang kuat, multi partai yang kompetitif,
interest groups (kelompok kepentingan untuk civil society) yang berdaya,
kebebasan pers, dan budaya akuntabilitas. Akan tetapi yang dirasakan adalah
adanya sebagian legislatif bekerja tidak sepenuhnya bekerja untuk rakyat,
conderung mengutamakan kepentingan partai dan konstituennya, dan koalisi untuk
kepentingan sesaat (pilkadalpilpres). Kebebasan p~rs mulai bergeser menjadi
partisan dan munculnya fenomena hoax. Akuntabilitas publik belumjuga membaik
seiring semakin maraknya kepala daerah yang tersang~(Utkasus korupsi.
Teori agensi menyebutkan bahwa masing-masing pihak, prinsipal dan agen,
memiliki kepentingan yang berbeda. Prinsipal menfhendaki agen (pemerintah)
bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan mandat yang diberikan melalui
pilpres/pilkada untuk menyejahterakan rakyat, sementara agen (kepala
pemerintahan dan pemerintahannya) bekerja untuk memenuhi agenda politik dan
interest pribadinya. Teori stewardship menambahkan bahwa pemerintahan
dibentuk hanya untuk melayani kesejahteraan masyarakat bukan melayani misi diri,
kelompok, dan golongannya saja. Hubungan prinsipal dan agen baik dalam teori
agensi maupun stewardship hendaknya dilandasi olelt etika adiluhung. Sementara
itu teori kontinjensi menegaskan bahwa keberhasilan suatu organisasi tergantung
kepada konteksnya. Konteks governance di pemerintahan tidak serta merta dapat
disamakan dengan governance pada korporasi. Struktur governance, leadership,
penentuan kebijakan dan implementasinya, serta pendekatan pola hubungan antara
pemerintah-masyarakat sipil-swasta harus menemukan harmonisasi dan kondisi
yangjit dengan situasi lingkungan daerah masing-masing. Lambatnya pencapaian
good governance yang memuaskan sesuai mandat Bank Dunia, mendorong
ditemukannya kembali definisi good governance yang lebih Indonesia. Kritikan
atas good governance yang lebih memihak kepada hubungan antara pemerintahan
dan pebisnis atau sektor swasta serta liberalisasi global harus dijawab dengan
mengembalikan good governance kepada kesetimbangan peran civil society
melalui penguatan peran etika yang bermuara pada kearifan lokal (local wisdom).
Kasus Masyarakat Etnis SamawaNTB dengan PT Newmont yang diungkap
Salim HS dan Abdullah (2012) berikut menegaskan betapa ketika kearifan lokal
diabaikan maka pengimplementasian good governance menemui kesulitan.
Setidaknya terdapat 3 konflik: 1)masyarakat dengan PTNewmont, 2) PTNewmont
dengan PemerintahiPemerintah Daerah, dan 13) Masyarakat dengan
PemerintahiPemerintah Daerah. Konflik 1) disebabkan oleh (a) tuntutan ganti rugi
atas tanah adat kepada perusahaan yang belum dipenuhi, (b) perusahaan tidak
pernah masuk ke masyarakat, (c) pola komunikasi yang buruk antara perusahaan
dan masyarakat, dan (d) tidak dipenuhinya proposal 10milyar untuk pembangunan
infrastruktur, pertanian, dan pelatihan tenaga kerja serta pelibatan masyarakat lokal
sebagai tenaga kerja. Konflik 2) disebabkan oleh (a) anggapan bahwa pemerintah
terlalu dekat dengan perusahaan, (b) pemerintah tidak transparan, dan (c)
i

























































































































































(10) kepercayaan dan kerendahan hati (altruistic love);
(11) ketahanan,
(12) ketekunan dan mengharapkan penghargaan/kebebasan (hope-faith)
(13) kerendahan hati, I
(14) saling memaafkan,
(15) perasaan kasih,
(16) penuh rasa syukur,
(17) melayani dan penuh damai (Fry, 2003; Krigq- dan Hanson,1999)
(18) setiap perbuatan sesungguhnya wujud pengabdian kepada Tuhan yang
mahaesa
(19) kepasrahan dalam jalan keselamatan, dan
(20) setiap perbuatan menyadari dan meyakini disaksikan oleh Tuhan yang
mahaesa.
4. Kesimpulan
Good governance sebagai solusi atas persoalan agensi dan stewardship pada
konteks desentralisasi pemerintahan daerah harus memperhatikan kearifan lokal.
Good governance berkearifan lokal menjadikan etika dan spiritualitas yang tumbuh
dan berkembang pada masyarakat lokal atau setempat sebagai nilai-nilai yang
melandasi praktik good governance. Triple helix hubungan pemerintah-swasta-
masyarakat sipil akan harmonis (fit dan align) dan setimbang manakala dilandasi
penghargaan dan penghormatan atas nilai-nilai kearifan setempat. Kearifan lokal
tidak sekedar mencegah terjadinya tindak abus~ of power, korupsi dan
ketidakefektifan pemerintahan namun juga mendorong penegakan supremasi
hukum, pemerintahan yang adil, birokrasi yang bersih, masyarakat sipil yang
berdaya dan masyarakat ekonomi yang sehat.
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